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BUPATI SEMARANG 

PROPINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 59 TAHUN 2015 

 
TENTANG  

 
TATA CARA  PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN DANA KAPITASI  

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 

DI KABUPATEN SEMARANG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SEMARANG, 
 

Menimbang :  a. bahwa berdasarkan ketentuan  Pasal 57 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah pada intinya menyatakan bahwa semua 

penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum 

daerah ; 

  b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan 

Presiden  Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan 

pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional  

pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 

Daerah  pada intinya menyatakan bahwa pembayaran dana 

kapitasi  dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening 

Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai 

pendapatan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  

dalam huruf   a  dan  huruf  b, maka perlu  diatur dengan 

Peraturan Bupati; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; 

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan 
Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah 
Swatantra Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) ; 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400) ; 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik  ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3079); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 
II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3500); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem 
Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 193); 

16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 
tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 

17. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional  Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 

18. Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 19 Tahun 2014 
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 
Nasional  untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan 
Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 589); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 ); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14  Tahun 
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 13) ; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 
10);  
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M E M U T U S K A N  : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA  

PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN DANA 

KAPITASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 

KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI 

KABUPATEN SEMARANG 

 
BAB I 

 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah 

Kabupaten Semarang. 

5. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah 

rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala 

Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar 

seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

6. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan  

mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Satuan 

Kerja  Perangkat  Daerah. 

7. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah 

jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat 

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan 

dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar 

iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah.  

8. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka 

kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah 

peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan 

kesehatan yang diberikan. 
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9. Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama adalah  pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan 

mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi  Jaminan  Kesehatan Nasional. 

10. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  yang 

selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang.  

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya  disingkat BUD adalah Pejabat 

yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah. 

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi selanjutnya disingkat 

SKPD yang membidangi adalah SKPD yang membidangi kesehatan. 

14. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disebut STS adalah Bukti 

pembayaran retribusi yang dikeluarkan oleh Bank Jateng. 

15. Badan Pengelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat 

BPJS Kesehatan adalah  badan hukum  yang dibentuk untuk  

menyelenggarakan program jaminan sosial. 

16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat  Puskesmas adalah 

Unit Pelaksana Teknis  Dinas yang membidangi  kesehatan dengan  

jejaringnya yang melaksanakan  upaya kesehatan  kepada masyarakat  baik 

untuk peningkatan, pencegahan, pengobatan maupun pemulihan 

kesehatan. 

17. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan fungsional  yang dilakukan oleh 

tenaga kesehatan yang  ditujukan kepada pasien untuk mendapatkan 

peningkatan, pencegahan, diagnosa, pengobatan dan pemulihan 

kesehatannya. 

 
 

BAB II 
 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : 
a. maksud dan tujuan; 
b. jenis pendapatan ; 
c. mekanisme penerimaan dan penyetoran; dan 
d. pengawasan dan pembinaan. 
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BAB III 
 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 3 
 

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan 
penerimaan dan penyetoran dana kapitasi BPJS Kesehatan pada Puskesmas di 
Kabupaten Semarang.  
 

Pasal 4 
 

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin tertib  administrasi 
pengelolaan dana kapitasi BPJS Kesehatan pada Puskesmas di Kabupaten 
Semarang.  

 
BAB IV 

 
JENIS PENDAPATAN YANG DITERIMA DAN DISETOR 

 
Pasal 5 

 
(1) Jenis Pendapatan yang diterima adalah pendapatan yang bersumber dari 

Dana Kapitasi BPJS Kesehatan. 
(2) Jenis Pendapatan yang disetor adalah Dana Kapitasi BPJS Kesehatan pada 

Puskesmas di Kabupaten Semarang yang disetorkan ke Kas Umum Daerah 
sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 

 
BAB V 

 
MEKANISME PENERIMAAN DAN PENYETORAN 

 
Bagian Kesatu 

Mekanisme Penerimaan 
 

Pasal 6 
 

(1) Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan Cabang Semarang  diterima melalui 
masing-masing rekening Bendahara JKN pada Puskesmas di Kabupaten 
Semarang. 

(2) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setiap bulan 
pada tahun berkenaan berdasarkan Berita Acara Penerimaan Dana Kapitasi. 

(3) Besaran Dana Kapitasi yang diterima masing-masing Bendahara JKN pada 
Puskesmas berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan 
Cabang Semarang. 

 
Bagian Kedua 

Mekanisme Penyetoran 
 

Pasal 7 
 

(1) Dana Kapitasi BPJS Kesehatan  yang diterima oleh  Bendahara JKN pada 

Puskesmas disetorkan langsung ke Rekening Umum Kas Daerah pada pos 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 
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(2) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor setiap bulan 

pada tahun berkenaan dengan tanda bukti  setor berupa STS. 

(3) Bukti pembayaran berupa STS sebagaimana dimaksud ayat (2) selanjutnya 

dilaporkan dan di entry pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan 

Daerah (SIPKD) oleh Bendahara Penerimaan SKPD yang membidangi. 

(4) Setiap akhir  bulan Bendahara penerima SKPD yang membidangi 

menghimpun dan memvalidasi seluruh bukti pembayaran dan melaporkan 

kepada Kepala DPPKAD lewat Kepala Bidang Pendapatan paling lambat 

tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. 

BAB VI 

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN 

Pasal 8 
 

(1) Pengawasan terhadap  penerimaan dan penyetoran dana kapitasi BPJS 
Kesehatan  dilakukan oleh Kepala SKPD yang membidangi dan  Kepala 
Puskesmas. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara 
terus menerus dan berkesinambungan. 

 
Pasal 9 

 

Pembinaan  terhadap Bendahara JKN pada Puskesmas   dilaksanakan secara 
terus menerus oleh SKPD yang membidangi. 

 
BAB VII 

 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 10 

 
Mekanisme penerimaan dan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal  6 
dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 11 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada  saat diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang. 
 

 
Ditetapkan di Ungaran 
pada tanggal 25 – 08 – 2015  

 

 
 
 

 

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN 
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Diundang di Ungaran  
pada tanggal 25 – 08 – 2015  
 

SEKRETARIS DAERAH 

 
 
 

GUNAWAN WIBISONO 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KABUPATEN SEMARANG, 

CAP TTD


